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BAB VI  

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Penelitian ini telah mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 5 Tahun 2021 Tentang Penataan 

Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman. Penelitian  ini 

menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Implementasi Kebijakan dinilai menggunakan Teori implementasi kebijakan 

publik Van Meter dan Van Horn. 

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Dharmasraya No. 5 Tahun 2021 Tentang Penataan Tempat Pemakaman dan 

Penyelenggaraan Pemakaman menunjukkan bagaimana dinas-dinas terkait dalam 

perda ini sebagian belum melaksanakan tugas mereka masing-masing sesuai 

pasal-pasal yang tertulis. Hanya ada satu pasal yang terimplementasi sesuai 

sampai tuntas, selebihnya belum terimplementasi secara maksimal. Kendala yang 

terjadi dilapangan berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti 

menemukan kendala besar berupa kendala anggaran, kendala personil, hingga 

kendala dari kebijakan itu sendiri.  
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6.2. Saran/Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan, 

maka peneliti memberikan saran-saran yang bertujuan agar pemerintah dan dinas-

dinas di terkait dengan Kab. Dharmasraya agar lebih maksimal dalam 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kab. Dharmasraya No. 5 Tahun 2021 

Tentang Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman.  

Adapun saran dari peneliti sebagai berikut: 

1. Dari segi aturan kebijakan, pertama Pemerintah Daerah Kab. 

Dharmasraya sebaiknya segera mulai merealisasikan kebijakan 

turunan yaitu Peraturan Bupati atas Peraturan daerah ini. Selanjutnya 

menetapkan lokasi lahan Pemakaman Daerah, serta menyusun APBD  

Kab. Dharmasraya terkait masalah finansial dalam implementasi 

Peraturan Daerah Kab. Dharmasraya No. 5 Tahun 2021 Tentang 

Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman. 

2. Untuk di Dinas Perkimtan Kab. Dharmasraya, Dinas Sosial P3APPKB 

Kab. Dharmasraya, serta Satpol PP dan Damkar Kab. Dharmasraya 

sebagai aktor implementasi sebaiknya lebih maksimal dalam 

melaksanakan tugas masing-masing, selain itu sebaiknya lebih 

maksimal dalam hal komunikasi antar organisasi. 
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